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PUTUSAN
Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Pst
\
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai
gugat kumulasi pengasuhan anak (hadhanah) antara:

PENGGUGAT, NIK 1208184107900023, tempat tanggal lahir di Jakarta pada
tanggal 01 Juli 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota
Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1208091607950003, tempat tanggal lahir di Balimbingan
pada tanggal 16 Juli 1995, Agama Islam, pendidikan terakhir
S1, Pekerjaan Pegawai BUMN, tempat kediaman dahulu di
Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 9 Juli 2024 telah mengajukan
gugatannya secara tertulis yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Pematangsiantar tanggal 9 Juli 2024 dalam register perkara gugatan
Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Pst yang isinya mengemukakan posita dan petitum

sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah
menikah pada tanggal 18 Agustus 2020 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor
0197/019/V11/2020 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal
18 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat awal
tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Pematangsiantar kurang lebih
selama 1 Tahun lamanya sampai Tahun 2021. Kemudian Penggugat dan
Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Pematangsiantar
kurang lebih selama 2 Tahun lamanya sampai pada pertengahan Bulan
Juni Tahun 2023;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan
telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama :
3.1 ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1208112502220002,
Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tanggal lahir di Pematangsiantar pada

tanggal 25 Februari 2022, Pendidikan saat ini Belum Sekolah;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak Bulan Juli Tahun 2021
kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis,
karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/pertengkaran

yang penyebabnya antara lain:
4.1 Tergugat jarang memberikan nafkah Lahir dan Bathin;
4.2 Tergugat sering berkata kasar;
4.3 Tergugat kurang peduli dan jarang berkomunikasi dengan

Penggugat;
1. Bahwa pada Bulan Agustus Tahun 2021 terjadi pertengkaran dan

perselisihan yang disebabkan Tergugat mulai jarang memberikan nafkah
bathin. Penggugat menanyakan kepada Tergugat alasan Tergugat jarang
memberikan nafkah bathin. Tergugat pun memberikan alasan bahwa
Tergugat jarang memberikan nafkah bathin dikarenakan Tergugat capek
bekerja. Penggugat pun kesal dengan perbuatan Tergugat selain itu
Tergugat juga jarang berkomunikasi dengan Penggugat sehingga terjadilah

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
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2. Bahwa pada Bulan Juli Tahun 2022 terjadi pertengkaran dan perselisihan
yang disebabkan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah bathin
kepada Penggugat dan terhitung sudah 11 bulan lamanya sejak bulan
September Tahun 2021. Penggugat pun kesal kepada Tergugat. Tergugat
selalu menolak memberikan nafkah bathin dengan beralasan capek
bekerja, selain itu Tergugat juga marah dan berkata kasar ketika Penggugat

meminta nafkah bathin kepada Tergugat;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin

lama semakin memuncak yang akhirnya pada Bulan Juni Tahun 2023 yang
disebabkan Penggugat mendapati di handphone Tergugat ada chattingan
mesra antara Tergugat dengan wanita lain. Penggugat pun kesal dan
kemudian menanyakan apa hubungan Tergugat dengan wanita tersebut.
Namun Tergugat marah dan tidak mengakui perbuatan perselingkuhan
tersebut. Penggugat pun kecewa dengan perilaku Tergugat dan kemudian
pergi ke rumah kakak saudara Penggugat. Keluarga dari kakak saudara
Penggugat pun menyuruh Tergugat untuk datang ke rumah untuk
memberikan penjelasan. Namun Tergugat tidak kunjung datang. Diketahui
Tergugat sudah pergi ke Kabupaten Simalungun dan sejak saat itu juga
Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama. Sehingga
diakibatkan permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah dan

sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 1 Tahun lamanya;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan

nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama kurang lebih 1 Tahun

lamanya, namun Tergugat masih memberikan uang untuk keperluan anak;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan

antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan

tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin bersatu lagi dikarenakan
memang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
sehingga cukup alasan untuk diputuskan perceraiannya oleh Pengadilan

Agama Pematangsiantar;
9. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang

bernama Anak Penggugat Dan Tergugat lahir di Pematangsiantar pada

tanggal 25 Februari 2022 yang masih di bawah umur dan masih
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memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh
karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik,

maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan
mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh (Hadhanah) Anak

Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat Dan Tergugat (Lk)

umur 2 (Dua) tahun, yang selama ini dalam asuhan Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku;

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex a qou et bono);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil
atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidak
disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah
tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang mana pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil
atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka jawaban
Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa dan didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0197/019/VIII/2020 yang
diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten
Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 18 Agustus 2020, bukti
surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos
(nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan
aslinya, kemudian ditandatangani Hakim dan diberi tanggal serta tanda
bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-17052022-0054
yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun
tertanggal 17 Mei 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai
secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian
ditandatangani Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.2;
B. Saksi:
1. Saksi Pertama, identitas saksi sebagaimana dalam berita acara
sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi
adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah
pasangan suami istri yang menikah tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan
Tergugat telah tinggal bersama di rumah kontrakan Kecamatan
Siantar Barat, kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal

bersama di rumah kontrakan di Kota Pematangsiantar;
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- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat Dan Tergugat,
berumur 2 (dua) tahun;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2021
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat
dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali dan Penggugat juga sering
cerita kepada saksi masalah rumah tangganya;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan
nafkah bathin kepada Penggugat sejak Penggugat hamil dan apabila
Penggugat mengajak Tergugat berhubungan suami istri, Tergugat
tidak mau dan marah kepada Penggugat;

- Bahwa selain itu, saksi mengetahui Tergugat mempunyai
hubungan dengan perempuan lain dari screenshot isi chattingan
Tergugat dengan seorang perempuan yang dikirimkan Penggugat
kepada saksi;

- Bahwa saksi mengetahui ketika Penggugat bertengkar dengan
Tergugat, Tergugat mau memukul Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah
rumah sejak akhir bulan Juni tahun 2023 yang lalu, Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saksi telah mengupayakan agar Penggugat rukun dengan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sejak berpisah dengan Tergugat, anak Penggugat dengan
Tergugat diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan (cakap) dalam
merawat/mengasuh anak;

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk yang
dapat menghambat dan mempengaruhi pertumbuhan jasmani,
rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;
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- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang dapat
menciderai/mencelakakan kedua anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mengupayakan agar Penggugat
dan Tergugat rukun kembali;
2. Saksi Kedua, identitas saksi sebagaimana dalam berita acara
sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi
adalah kakak sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah
pasangan suami istri yang menikah tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan
Tergugat telah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan
Siantar Barat, kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah kontrakan di Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat Dan Tergugat,
berumur 2 (dua) tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun
pertengahan tahun 2022 karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung
Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat sering cerita kepada
saksi masalah rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan
dengan perempuan lain dan Tergugat jarang memberikan nafkah
bathin kepada Penggugat;;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah
rumah sejak bulan Juli tahun 2023 yang lalu, Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat;
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- Bahwa saksi telah mengupayakan agar Penggugat rukun dengan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah dengan Tergugat, anak Penggugat dengan
Tergugat diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan (cakap) dalam
merawat/mengasuh anak;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk yang
dapat menghambat dan mempengaruhi pertumbuhan jasmani,
rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang dapat
menciderai/mencelakakan kedua anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mengupayakan agar Penggugat
dan Tergugat rukun kembali;
Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya
dan tidak akan mengajukan bukti lain dipersidangan;
Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan
yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan mohon putusan;
Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Hakim cukup
menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang
tidak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat
gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan
perkawinan secara hukum Islam dan tercatat, maka Pengadilan Agama
berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,;
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Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat
gugatan Penggugat dan hasil pemeriksaan identitas Penggugat di persidangan,
ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang
Siantar, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, Pengadilan Agama Pematang Siantar berwenang secara relatif untuk
menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara antara orang-
orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1
(fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah
memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo.
Pasal 1868 KUHPerdata, terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan
Penggugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan
gugatan a quo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan
kepentingan hukum (persona standi in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini,
Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang
menghadap di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dengan demikian Pasal 145 R.Bg jo.
Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan,
Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan
tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk
menghadap ke persidangan serta tidak ada mengajukan eksepsi dan
ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang
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dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka sesuai ketentuan Pasal
149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk
memeriksa dan memutus perkara ini secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);
Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir
untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan
rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada
dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya
ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg junctis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum
Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini
dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang
pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara
patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat
mengajukan gugatan kumulatif (samenvoeging van vordering) yaitu gugatan
perceraian, gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang
hadhanah maka Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena
masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan
gugatan hadhanah masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi
tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.
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Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17
Maret 2004,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena
gugatan perceraian dan gugatan hadhanah sangat erat dan telah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku maka Hakim berpendapat bahwa gugatan
kumulasi antara gugatan  perceraian dengan hak pemeliharaan anak
(hadhanah) dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama dalam perkara
ini;

Menimbang, terhadap kumulasi gugatan Penggugat, Hakim terlebih
dahulu mempertimbangkan gugatan perceraian, kemudian mempertimbangkan

gugatan pemeliharaan anak (hadhanah);

Tentang perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini
adalah bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat agar Hakim menjatuhkan
talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat
unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para
pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh
Penggugat juga telah berdasarkan hukum, vyakni perselisihan dan
pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39
ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan
Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat
tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan
Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang
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menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang
dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak
ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;
Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka jawaban Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk
mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Hakim
berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak
menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja
tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya
pengakuan terhadap dalil-dalii gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi
ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai
pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan
mengikat (bindend), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya
terhadap gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat, karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup
sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata jis. Pasal
22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat P.1 serta saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah
Penggugat dan Tergugat telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen)
dan serta cocok dengan aslinya, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi
dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di
hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1)
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huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg.
juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim
menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan
materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah
Penggugat dan Tergugat yang menjelaskan peristiwa pernikahan Penggugat
dan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta
sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg juncto Pasal 1870
dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut
memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende bewijskracht) dan
sempurna (volledig bewijskracht), maka maka berdasarkan ketentuan Pasal 2
ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto
Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam
persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat (vide; Pasal 76
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, junctis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di
bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan
keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang
sebagai saksi (vide: Pasal 172 R.Bg. juncto Pasal 1910 dan 1912 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah
memberikan keterangan di hadapan sidang (vide: Pasal 171 R.Bg.) dan di
bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil
sebagai saksi dalam perkara a quo sedangkan dari segi materil atau
substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
meskipun saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat tidak mengetahui
perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung dan
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hanya mendengar cerita dari Penggugat, namun berkesesuaian terhadap faktor
penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan juga para saksi
mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat
meninggalkan kediaman bersama sekurang-kurangnya sejak bulan Juli tahun
2023 sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita
gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum
Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;
Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah

pada tanggal 18 Agustus 2020;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah

kontrakan di Jalan Purba Ujung;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan

telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini anak tersebut dalam

asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan

harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus

sekurang-kurangnya sejak pertengahan tahun 2022;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekurang-

kurangnya sejak bulan Juli tahun 2023;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan

Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian
Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum

permohonan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan;
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Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu)
yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum
tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan menjawab
kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua)
yang mohon agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap
Penggugat, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara
Penggugat dengan Tergugat, Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar’,
sebagai berikut:

a.

Surat Ar-Rum, ayat 21: . . _ _ _

&) Bad 55 8355 oS Jazs L] 1580t s pSuwdil b3 o8] 315 B axlE bos
PRA koY WS
093545

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

b.
Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah,
Juz I, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

sioVg oY
Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan
pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

C.

Kaedah fighiyah yang terdapat dalam Kitab al-Asybah wa an-Nazhair, Juz |,
halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai
berikut:

Terjemahnya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang
lebih ringan.
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d.
Pendapat ulama dalam Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah, karangan

Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

o 6munll plg ane galoiwns V los o ill Lol azgill wacol 1)

Sl olall o callai Ul lgd o logitnls (9 Lad (og lellial

letll Logiss MoVl e (miolidl sacg alges cainil 1319 airsg Lgins

Terjemahnya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya
suaminya, baik berupa ucapan maupun tidakan, yang
menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan
rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut
boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan
dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan
hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka
hakim menceraikan keduanya dengan talak ba’in.

e.
Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam Kitab al-Figh al-Islami wa
Adillatuhu, Juz VI, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yang
selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

oLzl guai ¥ iz g gl luio o uall ol Gliiall 5,03 axSIlall 25
- $Mag lou> axz gl

Terlemahnya Ulama Malikivah memperbolehkan terjadinya perceraian
dengan alasan syigaq (perselisihan dan pertengkaran) dan
bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk
perbuatan maupun perkataan), untuk mengantisipasi
terjadinya permusuhan (antara pasangan suami istri),
sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan
menyusahkan...;

f. Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;
&2 plg axz g ll sbadl o lasai o GMall plUos MWVl L1 26
OY To) »E Yo 6900 arz gl aloy I puai can> g gl Vg peai ar9
oLl Isan 9 .xsall prudl Haz gl 2zl e oS Ol oline L1 0im VI
allaxdl zg,

Terjemahnya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan
rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak
bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan
suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan
berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang
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berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan
dengan rasa keadilan.

g. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom
yang berbunyi:
aalls olall ade §llnd lgzg; e azg il aus, poc dul 15]

Terjemahnya: Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami,
maka Hakim )berwenang( menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar’i di atas,
jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman
(sakinah) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai
(mawaddah) dan menyayangi (rahmah), saling menjalankan kewajiban masing-
masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang
tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang
berjalan secara terus menerus, suami sudah tidak menjalankan kewajibannya
kepada istri, maka secara syar’i, seorang istri dibenarkan untuk menghadap ke
hadapan sidang, mohon agar diceraikan dengan suaminya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, (vide Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara
Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus sekurang-kurangnya sejak pertengahan tahun 2022 sehingga
Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak
bulan Juli tahun 2023, serta dalam fakta persidangan, Penggugat sudah
menunjukkan sikap keengganan untuk berumah tangga dengan Tergugat maka
menurut pendapat Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan
(masyagqgah) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga
dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam
perkara a quo setidak-tidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi
prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Penggugat dengan

Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan
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perkawinan, supaya tidak terjadi kemudaratan yang lebih besar; dan dipandang
dari segi filosofis Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan perkawinan
sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alguran Surat Al Rum
ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan
kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b. 2
dalam halaman 6 Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa perkara
perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
dapat dikabulkan jika terbukti suamifisteri berselisih dan bertengkar terus
menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, maka
berdasarkan fakta di persidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan
juga telah berpisah lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan
Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, tidak lagi saling menjalankan
kewajiban masing-masing suami istri, maka kondisi tersebut telah cukup
membuktikan hubungan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah
dan sudah tidak ada komitmen yang sama untuk mempertahankan rumah
tangganya sehingga dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang
tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage),
sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan
mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak
luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun
telah terbukti secara nyata di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah memenuhi indikator broken marriage sehingga perceraian dapat
dibenarkan. (vide Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 04 Tahun 2014 Angka 4 Jo. Rumusan Kamar Agama Dalam
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1

tentang Hukum Keluarga);
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Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam
Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 terkait penyempurnaan ketentuan
SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 yang berbunyi
“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus
menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat
6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat
melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdapat fakta bahwa
Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Juli
tahun 2023 dan akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak pernah
kembali satu rumah sampai saat ini keduanya tidak menjalankan kewajibannya
sebagai suami istri, sehingga terpenuhinya syarat/kondisi pada perkara a quo
dalam SEMA 3 Tahun 2023 yaitu fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat
dan Tergugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi diikuti dengan telah berpisah tempat
tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, maka Hakim dapat mengabulkan gugatan
cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian
hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (vide: Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pekawinan juncto Pasal 115
Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang
dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya
berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam adalah, “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga”;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang
kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa
“Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat
(2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998,
bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman
bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama
dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk
alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang
kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa “Suami
istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun
kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah
memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 19757

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap
hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat, Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan
kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara
Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang
sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah
Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih
sebagai pendapat Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, "Bahwa dalam
perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu
pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah
perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau
tidak”.
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi
alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, berdasarkan Pasal 39 ayat
(2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan alasan beserta dasar
hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, maka petitum gugatan Penggugat
poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan
dijatuhkan terhadap Penggugat, Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil
syar’i yang terdapat di dalam Kitab al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, karangan
Wahbah al-Zuhaily, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi
pendapat Hakim, sebagai berikut:
tas V] Jogju V juall oY {5l 9Mb @lasall wvolall axsgs s3ll Ml
62gallg oonll (9 ai,..JI axz 0 o ol Soi Linz, Ml IS 15] @i

sl ]

Terjemahnya: Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan
pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudaratan hanya

bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila

talak yang dijatuhkan adalah talak rajii, maka tentu
dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya,

dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi

kemudaratan yang sama.
Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan syar’i

di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum
Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan
pengadilan adalah talak bain sughra;
Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasan-alasan mengajukan
gugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugat
juga mendalilkan bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat dan
Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat
Dan Tergugat, laki-laki, lahir di Pematangsiantar tanggal 25 Februari 2022;
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Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar hak asuh dan pemeliharaan
(hadhanah) atas kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak
Penggugat Dan Tergugat, laki-laki, lahir di Pematangsiantar tanggal 25 Februari
2022 yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat jatuh kepada
Penggugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 3;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah memutus terjadi perceraian
antara Penggugat dengan Tergugat dan tuntutan tersebut berkaitan erat
dengan akibat dari suatu perceraian, maka menurut Hakim gugatan Penggugat
a quo patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hadhanah Penggugat tersebut,
Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak hadir pada
persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH
Perdata yang (kedua pasal tersebut) pada pokoknya menyebutkan “Setiap
orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna
menegakkan/menguatkan haknya sendiri maupun membantah/menyangkal hak
orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa/keadaan, diwajibkan membuktikan
hak atau peristiwa tersebut”, maka menurut hemat Hakim, Penggugat dibebani
beban pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti
surat yang oleh Hakim diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti a quo telah dimeterai dan di-nazegelen
serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan
aslinya, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang
sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht)
sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 3 dan
pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal
301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan menganalisa bukti
tersebut, ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat
bukti sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat juga telah menghadirkan
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bukti saksi dua orang yang juga merupakan saksi-saksi Penggugat untuk
menguatkan dalil-dalil gugatannya pada pokok perkara perceraian. Identitas
saksi sebagaimana tersebut di atas. Menurut Hakim, kedua saksi tersebut tidak
ada halangan untuk menjadi saksi gugatan hadhanah, oleh karenanya telah
memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya
untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti. Adapun keterangan saksi-saksi
tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan
kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya,
oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima
untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti untuk membuktikan dalil-dalil
gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan identitas anak a quo, dikaitkan bukti
surat berupa P.2 adalah sama dengan yang didalilkan oleh Penggugat, maka
Hakim cukup berpedoman pada hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut dikuatkan dengan
keterangan saksi di persidangan, dalil Penggugat bahwa anak a quo adalah
anak (sah) Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah
sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan
Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang
hubungan biologis dan hubungan hukumnya dengan anak sebagaimana
tersebut, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak
asuh (hadhanah) atas kedua anak a quo beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara yuridis, anak Penggugat dan Tergugat
tersebut masih (berumur) kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan
berdampak cukup besar terhadap problema kehidupannya, maka sangat
diperlukan seorang pengasuh (hadhin) dan pelindung sah yang bertanggung
jawab atas perkembangan fisik, psikis, dan agama si anak sampai ia dewasa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim cukup berpedoman pada Pasal
41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a). Baik ibu atau bapak
tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata
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berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai
penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, untuk menentukan siapa yang
paling berhak sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap seorang anak,
haruslah melihat kepada ketentuan hukum (vide Pasal 156 huruf e Kompilasi
Hukum Islam) dengan mengutamakan kepada (terakomodirnya) kepentingan si
anak itu baik dari sisi psikologis maupun dari sisi perkembangan fisik,
intelektual, dan agamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi
yang dihadirkan kepersidangan, telah mengungkapkan fakta yang cukup
relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan gugatan hadhanah
Penggugat, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak yang bernama Anak Penggugat Dan Tergugat, laki-laki, lahir di

Pematangsiantar tanggal 25 Februari 2022;
- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan (cakap) dalam

merawat/mengasuh anak;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk yang dapat

menghambat dan mempengaruhi pertumbuhan jasmani, rohani,

kecerdasan intelektual dan agama si anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang dapat

menciderai/mencelakakan anaknya tersebut;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat

Dan Tergugat, laki-laki, lahir di Pematangsiantar tanggal 25 Februari 2022
saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak Penggugat
dan Tergugat a quo secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang
tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, secara hirarki,
berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, urutan
prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mumayyiz
(dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Penggugat) sepanjang tidak ada suatu

halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang dapat menggugurkan
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hak asuhnya, kemudian (keluarganya) yang lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak dapat mengalihkan hak hadhanah
terkecuali dengan alasan yang hak atau berdasar hukum;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun
(belum mumayyiz) dapat dialihkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap,
mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat
pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat
disimpulkan bahwa hadhanah merupakan sebuah hak dan Penggugat (selaku
ibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan: “Salah seorang atau kedua orang
tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih ...... dalam
hal-hal:

a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
b. la berkelakuan buruk sekali.”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan,
tidak ditemukan fakta yang dapat dijadikan acuan kalau Penggugat telah
dengan sengaja melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dan/atau
berkelakuan buruk, sehingga Penggugat dipandang cakap (layak) serta
mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik, pun selama
proses persidangan berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap atau indikasi
yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh (hadhin);

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengetengahkan sebuah
prinsip hukum yang termuat dalam Kitab Kifayah al-Akhyar, juz Il, halaman 94
yang berbunyi:

ailoYl_gasll_gy2)lg ay, 0l_danl] guwwas Lol sl
Saall 13L0 aol8Yls

Ll cadniw oY1 asuad sl lgio Ja i Jidlols zojcesll |

“Syarat-syarat bagi orang (ibu) yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada

7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana,
Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang
satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak hadhanah dari tangan ibu;

Menimbang, bahwa dalam sebuah Hadits shahih (vide Sunan Abi Daud,
jilid 2 halaman 283, hadits nomor 2276) dinyatakan:

cliw o) (aig sleg a cilay OIS 1o sl O] alll Jga, by 1ed 6 810l o
alll Jguury L) Jis . osio as 5 0l sLls il oLl Ols sls> o) 5229
xS pllo ag §>1 cul” :plwg ade alll (io.”
“Bahwa pernah seorang wanita mengadu kepada Rasulullah: “Wahai
Rasulullah, anakku, perutkulah yang mengandungnya, air susuku yang
diminumnya, dan pangkuanku tempat penjaganya, Kkini ayahnya telah
menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dariku?”. Lalu Rasulullah SAW
bersabda: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum
menikah lagi”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 9 ayat (1), “setiap anak haruslah
dilindungi, di mana perlindungan untuk menjamin dan melindungi anak dan
hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh sebab itu anak harus
dijamin dipelihara dengan baik”;

Menimbang, bahwa tugas pengasuh/pemelihara anak yaitu menjaga,
mengasuh mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan
anak dan pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam
melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, selama proses pemeriksaan
perkara berlangsung tidak ditemukan fakta ataupun sangkaan kalau anak
Penggugat dengan Tergugat tengah/telah mengalami gangguan pertumbuhan
baik dari segi fisik maupun psikologis (goncangan mental) selama dalam
pengasuhan/perawatan Penggugat melainkan anak tersebut kebutuhannya
telah terakomodir serta telah tumbuh dan berkembang secara wajar dan normal

layaknya anak-anak pada umumnya;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk dapat ditetapkan
sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan
Tergugat yang bernama Anak Penggugat Dan Tergugat, laki-laki, lahir di
Pematangsiantar tanggal 25 Februari 2022 beralasan hukum serta Penggugat
telah memenuhi syarat untuk itu, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa
gugatan Penggugat (petitum angka 3) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan berada
dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai Pasal 59 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu
langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah
kandungnya tetap melekat, karenanya Hakim memerintahkan Penggugat untuk
memberi akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau
membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan
dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat
dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk
kepentingan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pasal dan
isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila
Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan
alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana
Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah
Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan,
maka Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah)
terhadap anak sebagaimana tersebut, akan ditegaskan dalam diktum amar
putusan ini;
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Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,
sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari
gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syar’i yang berhubungan dengan perkara ini;
Amar Putusan

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama

Anak Penggugat Dan Tergugat, laki-laki, lahir di Pematangsiantar tanggal
25 Februari 2022 berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat
dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat
untuk bertemu dengan anak tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
ini sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Ade Syafitri, S.Sy.
sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Pematang Siantar, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
Tunggal dengan dihadiri Dasma Purba, S.H., M.H., sebagai Panitera serta

dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.
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Panitera, Hakim,
dto dto
Dasma Purba, S.H., M.H. Ade Syafitri, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara:

PNBP Rp 60.000,00
Proses Rp 50.000,00
Panggilan Rp 360.000,00

Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 480.000,00

P 0Ddp PR

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29



